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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ِ Ha h Ha 
ء Hamzah ʼ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘا fatḥah a A 
ؘا kasrah i I 
ؘا ḍammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََلْوَه:haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ؘى ... | ؘا  ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
ؘو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
ََمْيِل    : qīla 
 َتْوًَي : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَرؘَاﻷ:ِلاَفْط rauḍah al-aṭfāl 
ةَهِضافْناَ  َةَُْيَِد ًَ َنا   :  al-madīnah al-fāḍilah 
َة ًَ ْكِحَنا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd ( َ َّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاُ بَر  : rabbanā 
ََاُْي  جَ  : najjainā 
 َكَحَنا : al-ḥaqq 
ََى ُّعَ   : nu“ima 
 َو  دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ىber-tasydiddiakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi ī. 
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Contoh: 
 َِيهَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َيبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َص ًْ  شَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةنَسن  سَنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسَْهفَنا  : al-falsafah 
ََدهبَنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ٌََ ْو  رْيأت : ta’murūna 
 َعْو َُنا    : al-nau„ 
 َءْيَش    :syai’un 
َِيأ َتْر  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
FīẒilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
َِاللَ  ٍ يِدdīnullāhَِِللابbillāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللَِة ًَ حرَِْيفَْى هhum fīraḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
WamāMuḥammadunillārasūl 
Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażī bi Bakkatamubārakan 
SyahruRamaḍān al-lażīunzilafīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
AbūNaṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahūwata‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama            : Nellyani 
NIM            : 10300113055 
 Judul            : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel 
Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam  
Pokok masalah penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana 
perjudian jenis togel menurut hokum nasioanal dan hukum Islam.skripsi ini bertujuan 
untuk meneliti tentang (1) bagaimana ketentuan hukuman terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian jenis togel dalam KUHP, (2) bagaimana ketentuan hukum Islam 
mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian jenis togel. 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian 
kepustakaan (library Research). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan teologi normatif 
(syar‟i).penyusunan skripsi ini hanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas 
bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, data dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakanan alisis deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hukuman terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian jenis togel dalam KUHP diatur pada Pasal 303 ayat (1) yang 
menyatakan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah, baik terhadap pelaku maupun terhadap orang 
yang sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum.sedangkan 
ketentuan hukum Islam mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian jenis 
togel yaitu dengan sanksi takzir yang terdiri dari: saksi takzir yang berkaitan dengan 
badan (hukuman mati dan hukuman cambuk), sanksi takzir yang berkaitan dengan 
kemerdekaan orang (hukuman penjara: hukuman penjara terbatas dan hukuman 
penjara tidak terbatas), (hukuman pengasingan), hukuman takzir yang berkaitan 
dengan harta.  
Implikasi penelitianya, Tindak pidana perjudian dikalangan masyarakat tidak 
bisa dianggap suatu permasalahan biasa-biasa saja karena dalam prakteknya perjudian 
bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
penanganan oleh aparat dan praktisi hukum dalam memberikan penyuluhan-
penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Dalam kehidupan masyarakat perjudian di Indonesia merupakan suatu hal 
yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh penegak 
hukum. Ini merupakan suatu bukti perjudian di Indonesia belum dapat diberantas dan 
perjudian merupakan penyakit masyarakat dimana dalam permainan perjudian adalah 
pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang 
dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada 
peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang 
tidak atau belum pasti hasilnya.
1
 Bahkan sebagian masyarakat sudah memandang 
perjudian sebagai hal yang wajar, sehingga tidak perku lagi dipermasalahkan. 
Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi 
togel dan judi lain-lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam 
jumlah yang cukup besar.
2
 Keadaan demekian ini merupakan dilemm sosial yang 
harus dihadapi dan dihentikan.Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan 
agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, 
judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari 
                                                             
1
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), h 58  
2
 http://bambang.staf.uii.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspeftif-hukum 
2 
 
hasil suatu pertandingan permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga 
sebelumya.
3
 
Menurut R.M. Suharto judi adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk 
menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak 
dapat direncanakan serta diperhitungkan.
4
 
 Perjudian dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana 
(delict). Pada  Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan 
bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Bahwa pada hakekatnya 
perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta 
membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. 
Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan 
pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat 
keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.  
 Adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti 
dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan 
kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 
menyebutkan ancaman pidana perjudian yaitu dengan hukuman pidana penjara paling 
lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah). 
5
 Sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan 
                                                             
3
 Ensiklopedia Nasional Indonesia  (PT Cipta Adi Perkasa, 1989), h 474 
4
R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h 5 
5
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
3 
 
main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang 
pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. 
Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau per-
mainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, 
demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.
6
 
 Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tentang Pelaksanaan Penertiban 
Perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu: 
1. Perjudian di casino7 terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, 
tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji 
si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran 
atau papan yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one hwa-hwe, 
kiu-kiu dan lain-lain. 
2. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada 
sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang 
(coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, 
adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, 
karapan sapi, pacu anjing, mayong atau macak dan erek-erek. 
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4 
 
3. Perjudian yang berkaitan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, 
adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing.
8
 
Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi tapi malah 
sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya jatuh miskin karena judi.
9
Perjudian 
sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah tengah masyarakat, sejak zaman 
dahulu masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala social. Yang 
berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.
10
 
Biasanya judi yang paling marak di tengah masyrakat yaitu pada saat piala 
Dunia dan piala Eropa baik dikampung maupun dikota yang biasa diadakan dikantor 
dan cafe, baik tua maupun yang muda sibuk bertaruh dengan menjagakan tim 
favoritnya masing-masing. Dan pada umumnya perjudian yang berkembang ditengah 
masyarakat yaitu dengan menggunakan kartu Remi, Domino, Dadu dan Judi Togel 
(toto gelap).
11
Judi togel ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila 
tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau dua kali 
lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Dari pengertian judi togel diatas, maka 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur judi togel yang berkembang di 
masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu: 
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1. Ada perbuatanyang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang 
menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka. 
2. Bersifat untung-untunganmerupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka 
angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih. 
3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang, Permainan judi togel 
menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai 
taruhannya. 
4. Melawan hukum, Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak 
mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat 
melawan hukum. 
Judi togel ini adalah salah satu jenis judi yang berasal dari Negara singapura. 
Judi togel ini termasuk salah satu jenis perjudian yang paling banyak dilakukan di 
seluruh dunia khususnya di indonesia, permainan judi togel ini juga dimainkan oleh 
semua kalangan. Keamanan yang tergolong lemah membuat judi togel tersebut 
digemari oleh masyarakat Indonesia.
12
Togel merupakan bentuk permainan toto gelap 
yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang 
akan keluar.
13
Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan 
yang melanggar Norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas.Asas 
legalitas tertera dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan 
boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang 
yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.
14
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Pada hakikatnya permainan judi ialah taruhan yang mengharapkan untung 
yang tidak pasti.Apabila ada yang menang dalam permainan judi ini maka yang 
menang mengambil harta yang kalah untuk mendapatkan untung tanpa harus 
bekerja.Dan perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia 
ataupun didalam Agama Islam yang tertuang didalam ayat suci Al-Qur’an.Judi 
memiliki bahaya yang besar bagi kehidupan umat manusia, khususnya kaum 
muslimin. 
Hukum judi dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an kata maysir disebutkan 
sabanyak tiga kali salah satunya yaitu dalam Qs. Al-Baqarah:2 / 219 yang berbunyi : 
                         
                     
                     
 
Terjemahnya: 
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka 
bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: " 
kelebihan (dari apayang diperlukan),” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu agar kamu memikirkan.
15
 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar 
dan al-maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. 
Akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, 
khususnya mengenai al-maysir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang 
                                                             
15
 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Karya Toha Putra, 2012), h 35 
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menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa 
usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, 
maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Penegasan yang 
dikemukakan pada surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa dosa akibat dari al-maysir lebih 
besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya.Al Azhari 
menyatakan al-maysir adalah untah atau kambing yang disembelih dan dijadikan 
taruhan untuk berjudi oleh orang-orang jahiliyyah.Sebab binatang yang disembelih 
itu dibagi dalam beberapa bagian.Sedangkan orang yang mengurus pembagian 
sembelihan tersebut disebut Al-Yaasiru.
16
 
Adapun dalil diharamkannya perjudian dari Ibnu Mas’ud ra. Yang 
diriwayatkan secara marfu: kuda itu ada tiga macam. Kuda untuk zat yang maha 
pengasih, kuda untuk manusia dan kuda untuk setan.Adapun kuda untuk zat yang 
maha pengasih adalah kuda yang berkaitan dengan jihad di jalan 
Allah.Makanannya, kotorannya, air kencignya, dan semua yang disebutkan sesuai 
dengan kehendak Allah adalah pahala.Sedangkan kuda untuk setan adalah kuda 
yang dipakai untuk bertaruh dan dijadikan jaminan.
17
Jadi perjudian itu adalah jika 
ada dua orang atau lebih yang saling berlomba, lalu setiap peserta lomba tersebut 
mengeluarkan sesuatu sebagai gantinya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. 
Pelaku perjudian dilakukan oleh orang yang berasal dari semua lapisan 
masyarakat, apakah masyarakat bawah, menengah maupun atas.Namun perjudian 
jenis ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah.Perjudian juga bisa 
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dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun dewasa.Perjudian sekarang ini tidak 
hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota-kota besar, tetapi sudah 
menjamur sampai ke pelosok desa. Seperti judi togel yang sudah menjamur di desa 
Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa yang tentunya sangat 
diharapkan peran pemerintah dalam mengatasi judi togel tersebut, agar masyarakat 
desa Rappolemba dapat memahami bahwa berjudi merupakan hal yang dilarang 
untuk terus dilakukan dan ada UU yang mengatur.
18
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel menurut 
Hukum Nasional dan Hukum Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan sebelumnya maka pokok 
permasalahan yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Penanggulangan Tindak Pidana 
Perjudian jenis Togel Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam dan adapun 
rumusan  masalahnya yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis 
togel dalam KUHP? 
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai hukuman bagi pelaku tindak 
pidana perjudian jenis togel? 
C. Defenisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penelitian ini, maka penulis 
memberikan pengertian dan beberapa kata yang terdapat pada judul retsebut yakni: 
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1. Tinjauan yuridis yaitu menguraikan suatu pokok masalah untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya berdasarkan hukum atau dilihat dari segi hukum.
19
 
2. Tindak pidana yaitu sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di 
Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit”. Beberapa istilah yang 
sering juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, 
perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “strafbaar 
feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tga kata yaitu 
straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit 
yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan peerbuatan. Jadi istilah strafbaar 
feit adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana.
20
 
3. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau 
sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-
harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan 
dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
21
 
4. Togel adalah toto gelap, totalitasator tidak resmi.22Judi togel yaitu suatu 
perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya dimana 
dalam kupon togel terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang 
dengan melawan Hukum 
 
                                                             
19
 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Pusat Bahasa, 
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D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tinjauan yuridis terhadap 
tindak pidan perjudian jenis togel menurut hukum nasional dan hukum islam. Banyak 
literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang 
membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini 
lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial berpendapat bahwa perjudian 
merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan 
menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjambretan dan 
penipuan yang dapat meresahkan masyarakat. Jelas nampak bahwa pemain judi 
togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan 
yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar 
dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk 
memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar. Dalam 
buku ini jelas bahwa usaha pemerintah dalam memberantas atau meminimalisir 
permainan perjudian jenis togel ini belum maksimal. 
2. Ibrahim bin fathi bin Abd Al- muqtadir dalam bukunya Uang Haram, buku ini 
menjelaskan tentang tujuh puluh hukum keharaman melalui teknik dialog dan 
diskusi. Hal itu bertujuan memberikan kemudahan kepada para pembaca untuk 
menemukan jawaban-jawaban dan fatwa-fatwa seputar fikih mu’amalah. Kajian 
dalam buku ini berusaha menjelaskan setiap permasalahan fikih mu’amalah dari 
sudut pandang hukum Islam berdasarkan argumen-argumen. Baik berupa ayat al-
11 
 
Qu’ran, hadis, ijma, maupun qisas. Dalam buku ini menjelaskan pengertian 
perjudian dan dalil diharamkannya perjudian karna peserta lomba yang kalah 
mengeluarkan upah sebagai gantinya. 
3. Ensiklopedia Indonesia, dalam jurnal ini menjelaskan tentang pengertian 
perjudian dan ketidakpastian keuntungan yang diperoleh dari pertandingan 
perjudian. 
4. Haryanto dalam bukunya Indonesia Negeri Judi buku ini menjelaskan bahwa 
perjudian togel ini telah berkembang ditengah masyarakat, dimana dalam 
permainan togel ini dengan cara menebak dua angka atau lebih dengan berharap 
mendapatkan dua kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Pada 
hakekatnya permainan judi ialah taruhan yang mengharapkan untung yang tidak 
pasti. Apabila ada yang menang dalam permainan ini maka yang menang 
mengambil uang yang kalah. Hal inilah yang menyebabkan permainan judi 
bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum karna 
mendapatkan untung tanpa harus bekerja. 
5. Menurut R.M Suharto dalam bukunya Hukum Pidana Materil bahwa pada 
permainan perjudian pengharapan untuk menang tidak dapat direncanakan hanya 
bergantung pada kebetulan saja. 
E. Metodelogi Penelitian 
Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukunya 
sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang.
23
 
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
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digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi ini juga merupakan analisis 
teoritis mengenai cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang 
sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha 
yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban.
24
 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering 
disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Yaitu melakukan 
penelitian terhadap sumber-sumber tertulis mengenai masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
2. Pendekatan penelitian 
Pelaksanaan penelitian, digunakandua pendekatan yaitu sebagai berikut: 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan 
yang digunakan untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindak 
pidana perjudian jenis togel dalam KUHP serta sanksi hukumnya. 
b. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i) Syar’i adalah pendekatan yang 
dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-qur’an dan hadis 
yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis togel. 
3. Sumber data 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka sehingga hanya menggunakan data 
sekunder sebagai data utama.Data sekunder tersebut terdiri atas bahan primer dan 
bahan sekunder. 
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a. Bahan primer: Al-Qur’an dan Hadis serta kitab Undang-Undang Hukum 
pidana (KUHP). 
b. Bahan sekunder: berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil 
dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam kejahatan hukum terhadap 
tindak pidana perjudian togel untuk digunakan dalam membuat konsep-
konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat 
penting. 
4. Teknik pengumpulan data 
Untuk mengumpulkan data yang terkait dan sangat membangun penelitian ini, 
maka digunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan jalan 
membaca dan menganalisis beberapa literature yang berkaitan, baik dari buku, 
jurnal hukum, majalah, dan lainnya 
5. Teknik analisis data 
Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis komparatif yaitu 
menguraikan dari sumber yang satu dan sumber lainnya.Setelah itu keduanya 
dihadapkan untuk dikomparasikan diperbandingkan antara ketentuan hukuman 
pidana perjudin togel dalam KUHP dengan ketentuan hukum Islam tentang 
perjudian dan diambil suatu kesimpulan. Analisis komparatif ini akan digunakan 
untuk menganalisis bentuk kejahatan tindak pidana perjudian jenis togel. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
14 
 
a. Untuk mengetahui ketentuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian jenis togel dalam KUHP 
b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan hukum Islam mengenai 
hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian jenis togel. 
2. Kegunaan penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna 
untuk: 
a. Kegunaan ilmiah 
1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum 
mengenai substansi, struktural, dan kultural hukum tindak pidana 
perjudian. 
2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya 
dalam bidang ilmu hukum dengan membandingkan antara hukum nasional 
dan hukum Islam. 
b. Kegunaan Praktis 
Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum 
di Indonesia, khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap penanggulangan 
tindak pidana perjudian jenis togel serta dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum 
di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap Bandar perjudian 
jenis togel dimasyarakat. 
 
15 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TOGEL JUDI DALAM KUHP 
 
A. Pengertian Perjudian Togel 
Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai 
atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-
harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan 
kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
1
 
Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah permainan yang memakai uang sebagai taruhan.
2
Perjudian itu 
adalah jika ada dua orang atau lebih yang saling berlomba, lalu setiap peserta tersebut 
mengeluarkan sessuatu sebagai gantinya.
3
 
Judi atau perjudian yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 
permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah 
uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.
4
 
Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
adalah bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan Agama, kesusilaan dan moral 
                                                             
1
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), h 58  
2
 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka 1995), 
h 419 
3
 Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, Uang Haram (Jakarta: Amzah 2006), h 351 
4
 Sudarsono, Kamus Hukum(Cet. 5; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h 200 
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pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan 
Negara.
5
 
Hukum pidana terdapat pengertian perjudian yaitu “perjudian” atau permainan      
judi” menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: 
yangdisebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan,yang mendasarkan 
pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan 
saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang 
keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka 
yang turut berlomba atau bermain itu,demikian juga segala pertaruhan yang lain.
6
 
Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan 
dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.
7
 Togel 
berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap.Toto sendiri berarti pacuan kuda, sedangkan 
gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau illegal.
8
 
Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk 
permaian seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak 
memicu pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempetaruhkan sejumlah uang 
tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang 
dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya. 
Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun, jika 
uang atau harta yang dipertaruhkan itu tidak untuk tujan meningkatkan prestasi para 
pemainnya maka pertruhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian.Jika 
                                                             
5
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian  
6
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995), h 222 
7
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h 59 
8
http://digilib.iunsby.ac.id/9923/5/bab%202.pdf 
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pertaruhan antara keduanya atau salah satunya dimaksudkan untuk melemahkan, 
deliknya berubah menjadi penyuapan.
9
 
B. Bentuk-Bentuk Perjudian 
Pada masa sekarang, banyak bentukpermainan yang sulit dan menuntut 
ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi.Misalnya yang mudah didapat 
ditengah-tengah masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perjudian yang 
berkembang ditengah masyarakat yaitu dengan menggunakan kartu Remi, Domino, 
Dadu dan Judi Togel (toto gelap).Kemudian ditambahkan unsur pertaruhan guna 
memberikan upah kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. 
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentangPenertiban 
Perjudian. Masih banyak lagi Bentuk dan jenis perjudian terjadi ditengah masyarakat 
pada umumnya yaitu:
10
 
1. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari 
a. Roulette; 
b. Blackjack; 
c. Baccarat; 
d. Creps; 
e. Keno; 
f. Tombola; 
g. Super ping-pong; 
h. Lotto fair; 
                                                             
9
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 92 
10
 Peraturan Pemerintah No. 9 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian 
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i. Satan; 
j. Paykyu; 
k. Slot machine (jackpot); 
l. Ji si kie; 
m. Big six wheel; 
n. Chuc a luck; 
o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran); 
p. Pachinko; 
q. Poker; 
r. Twenty one; 
s. Hwa hwe; 
t. Kiu-kiu; 
2. Perjudian ditempat-tempat keramain, anatara lain terdiri dari perjudian 
dengan: 
a. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran); 
b. Lempar gelang; 
c. Lempar uang (coin); 
d. Kim; 
e. Pancingan; 
f. Menembak sasaran yang tidak berputar; 
g. Lempar bola; 
h. Adu ayam; 
i. Adu sapi; 
j. Adu kerbau; 
19 
 
k. Adu domba/kambing; 
l. Pacu kuda; 
m. Karapan sapi; 
n. Pacu anjing; 
o. Hailai; 
p. Mayong/macak; 
q. Erek-erek; 
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang 
dikaitkan dengan kebiasaan: 
a. Adu ayam; 
b. Adu sapi; 
c. Adu kerbau; 
d. Pacu kuda; 
e. Karapan sapi; 
f. Adu domba/kambing; 
g. Adu burung merpati; 
Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa yang terdapat dalam bagian 
ketiga seperti adu ayam, kerapan sapi, pacu kuda dan lain sebagainya itu tidak 
termasuk perjudian apabila termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan 
dengan upacara keagamaan, sepanjang kebiasaan itu tidak dicampurkan atau 
dipadukan kedalam sebuah perjudian. 
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Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin 
timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. 
Menurut Haryanto ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan 
sebagai judi. Yaitu adanya unsur:
11
 
1. Permainan/perlombaan 
Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi 
dilakukan semata-mata hanya untuk bersenang-senang atau kesenangan untuk 
mengisi waktu senggang guna menghibur hati 
2. Untung-untungan. 
Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak 
digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulang atau untung-untungan.Atau 
faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain 
yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 
3. Ada taruhan. 
Permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain 
atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.Akibat adanya 
taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang 
dirugikan.Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan 
apakah sebuah perbuatan dapatd disebut sebagai judi atau bukan. 
Melihat peraturan pemerintah republik Indonesia No. 9 tahun 1981 tentang 
pelaksanaan penertiban perjudian, pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa bentuk dan 
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Hariyanto, Indonesia Negeri Judi (Jakarta: Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003), h. 8 
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jenis perjudian maka tidak semua jenis perjudian tersebut dilakukan oleh masyarakat, 
hanya beberapa jenis saja seperti: 
1. Domino 
2. Yoker 
3. Pasang togel 
Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu 
remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto 
gelap) yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka 
sipembeli mendapat hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang 
dipertaruhkan.Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun 
delapan puluhan sebagai akses dari SDSB/Porkas.
12
 
Adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pada setiap hari senin, rabu, 
kamis, sabtu dan minggu dari pukul 10:00 WIB sampai pukul 15:00 WIB. Para 
pemain/pemasang, memasang angka pada pengecer sesuai dengan filling masing-
masing dan sekaligus menyerahkan uang tunai sebagai taruhannya kemudian sebagai 
bukti bagi para pemasang dan pengecer memberikan kupon yang telah tertulis angka 
pasangan dan besarnya uang taruhan dari para pemasang/pemain, kemudian para 
pengecer merekap hasil para pemain/pemasang ke dalam kertas rekapan yang 
selanjutnya rekapan-rekapan uang itu diambil oleh pengepul/agen dan disetorkan 
kepada Bandar/peyelenggara sekitar pukul 17:00 WIB. Selanjutnya nomor keluar 
pukul 18:00 WIB, nomor yang keluar berpatokan dari Negara Singapura. Dan pemain 
atau pemasang dikatakan menang bila, nomor pasangan tepat/sama dengan angka 
yang keluar dari Negara singapura, sedangkan pemain atau pemasang yang kalah, 
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apabila nomor pasangan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang keluar dari Negara 
Singapura. Adapun besarnya uang taruhan yaitu minimal Rp.1000, dan maksimalnya 
tidak terbatas untuk pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp. 1000, yang 
menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, dan untuk 3 (tiga) pasang angka 
dengan taruhan Rp. 1000, bila menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 
350.000, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000, bila 
menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000.
13
 
Dilihat dari pengertian judi togel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
unsur-unsur judi togel yang berkembang dimasyarakat sama dengan yang tercantum 
dalam KUHP yaitu: 
1. Ada perbuatan  
Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang 
menggunakan kupon putih berisi angka-angka. 
2. Bersifat untung-untungan 
Untung-untungan adalah sesuatu yang tidak pasti tergantung dari angka-angka 
yang dipertaruhkan. 
3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang 
Permainan judi ini menggunakan uang untuk membeli kupon sebagai 
taruhannya. 
4. Melawan hukum 
Perjudian togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari 
pejabat yang berwenang oleh karena itu perjudian togel ini bersifat melawan 
hukum. 
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http://repository.Uinjkt.ac id/bitstream/123456789/5635/1/NASORI-FSH.pdf  
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Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin 
marajalela dan merusak sampai ketingkat masyarakat yang paling bawah sudah 
selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele.Masalah 
judi ataupun perjudian lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang menjadi kewajiban 
semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat 
yang paling tinggi. 
Judi ataupun perjudian dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 
tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik 
dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak 
disebutkan secara jelas dan terperinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. 
Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya 
pengecualian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai 
kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya.Ancaman hukuman yang berlaku 
sekarang ternyata sudah tidak lagi dan tidak membuat pelakunya jera. 
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah atau fakta oleh perbuatan,mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya.Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).Dalam buku 
Rahman Syamsuddin tentang Merajut Hukum di Indonesia terdapat beberapa 
pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
24 
 
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah sebagai berikut:
14
 
1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan) 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4. Unsur melawan hukum yang objektif 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat 
melawan hukum.Sebagaimana diatas, perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat 
melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri. 
Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-
undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau 
perbuatan pidana pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat 
unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:
15
 
1. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligenceor schuld). 
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 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, h 193-194 
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 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, h 194 
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Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, 
yakni:
16
 
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akankemungkinan (dolus 
evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni: 
a. Tak berhati-hati 
b. Dapat menduga akibat perbuatan itu 
2. Unsur objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaituperbuatan 
yang mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat(result) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau 
merusak,bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi 
oleh hukum,misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
c.  Keadaan-keadaan (circusmstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain: 
1)  Keadaan pada saat perbuatan di lakukan; 
2)  Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
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d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan 
dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun 
sifat melawan dengan hukum,yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu. 
Menurut Satochid kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu 
berupa:
17
 
a   suatu tindakan; 
b   suatu akibat, dan 
c   keadan (omstandigheid). 
Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh Undang-undang. Sedankan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yakni; 
a   kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) 
b   kesalahan (schuld). 
Menurut lamintang unsur detik terdiri atas dua macam yakni unsur subjektif 
dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “yang 
dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya 
yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan 
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keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan:
18
 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
didalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 
KUHP. 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
a. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk 
b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri 
dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP 
c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat.
19
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Berangkat dari apa yang telah dijelaskan diatas, meskipun diantara satu sama 
lainnya berbeda-beda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana. 
Maka menurut hemat penulis seluruh unsur delik tersebut merupakan satu 
kesatuan.Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur yang paling urgen untuk perbuatan 
pidana (ditilik dari sudut objektif).
20
 
D. Dasar Hukum Perjudian 
Dasar hukum dilarangya perjudian terdapat pada KUHP sebagai hukum 
Nasional di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian dalam pasal 
303, yang berbunyi sebagai berikut:
21
 
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak: 
a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi 
kesempatan untuk main judi, atau sengaja turur campur dalam perusahaan 
main judi. 
b. Sengaja mengadakan memberikan keempatan untuk main judi kepada umum, 
atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak 
ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu. 
c. Turut main judi sebagai pencaharian. 
2. Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari 
jabatannya itu. 
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3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan 
pengharapan buat menang ada umumnya bergantung kepada untung-untungan 
saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. Yang juga terhitng masuk main judi ialah pertaruhan tentang 
keputusan perlombaan atau permain lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang 
turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain. 
Dasar hukum tindak pidana perjudian diatur juga dalam pasal 303 bis, yang 
berbunyi sebagai berikut:
22
 
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-
banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum: 
a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan 
melanggar peraturan pasal 303. 
b. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat 
yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa 
telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. 
2. Jika pada waktu melakukan pelangaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan 
keputusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran 
ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 
Kedua undang-undang diatas judi dikategorikan sebagai kejahatan. Pada buku 
ke II KUHP secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974  
“menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.” Ini berarti bahwa 
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Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 222-223 
30 
 
delik ini memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam kehidupan umat 
manusia”.Sejak awal perjudian masuk delik hukum.Artinya meskipun tidak 
diundangkan tindakan ini tetap haram hukumannya.Karena perjudian bertentangan 
dengan moral dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat.Sebagaimana 
disebut dalam pertimbangan UU No. 7 Tahun 1974 yang berbunyi “bahwa perjudian 
pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta 
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara”.23 
Hal ini berbeda dengan delik undang-undang yang baru dinyatakan salah 
setelah ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya.Sedangkan judi, meskipun 
tidak diatur undang-undang sekalipun, judi tetap masuk perbuatan yang salah dan 
harus dijauhi karena merusak moral dan mental dan bertentangan dengan nilai luhur 
bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya. 
Karena dikategorikan sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan umat 
manusia maka hukuman yang dijatuhkan lebih besar daripada delik undang-undang 
yang dikategorikan sebagai pelanggaran.Delik perjudian adalah delik formil artinya 
kejahatan ini dihukum didasarkan pada perbuatannya bukan akibatnya.Berbeda 
dengan delik materil, yang ancaman hukumannya sangat ditentukan oleh akibat yang 
ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Seperti menganiaya dan membunuh. 
Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perjudian terdapat dalam 
Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi 
sebagai berikut:
24
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Hariyanto, Indonesia Negeri Judi, h 53-54 
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Undang-Undang  No. 7 Tahun 1974  Tentang Penertiban Perjudian  
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Pasal 1 
Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan 
Pasal 2 
a. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab undang-
undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 
b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) kitab Undang-
undang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 
c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal542 ayat (2) kitab undang-
undang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya lima belas juta rupiah. 
d. Merubah sebutan pasal 542 manjadi pasal 303 bis. 
Pasal 3 
a. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud 
undang-undang ini. 
b. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan perundang-undangan. 
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Pasal 4 
Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka 
penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 undang-undang ini, mencabut 
ordonansi tanggal 7 maret 1912 (staatsblad tahun 1912 Nomor 230) 
sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan 
ordonansi tanggal 31 oktober  1935 (staatsblad tahun 1935 Nomor 526). 
Pasal 5 
Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahakan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. 
Dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban 
perjudian ini, mempertegas pasal 303 KUHP dengan memperberat hukuman 
bagi para pelaku tindak Pidana Perjudian. Hal ini menunjukan komitmen 
Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian. 
 
33 
 
BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG JUDI TOGEL DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM 
 
A. Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Islam 
Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi 
setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri 
dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan baik 
itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat 
taruhannya tersebut.  
Mengenai Judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main Judi 
sebab bahanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main Judi tidak kurang dari 
bahaya minum khamar, Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan. 
Bilamana suatu tempat sudah terjangkit perjudian, maka ditempat itu selalu terjadi 
perselisihan. 
Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya seseorang yang giat dan 
taat dapat menjadi malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan jauh hatinya dalam 
mengingat Allah dan dengan sendirinya akhlaknya  rusak, tidak mau bekerja mencari 
rizki dengan jalan yang baik, selalu berharap untuk mendapat kemenangan. Dalam 
sejarah perjudian tidak ada orang kayak karena berjudi. Malah sebaliknya yang 
terjadi banyak orang kaya yang jatuh miskin karena judi.
1
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A. Hadyana Pudjatmaka, Dkk, Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta: PT Cipta Adi 
Pustaka, 1989), h 474 
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Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengambil manfaat yang lebih besar 
dan menolak kerusakan, sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah:2 / 219 yang berbunyi: 
                         
                     
                     
Terjemahya: 
Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
“pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu 
(tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa 
yang diperlukan).”Demikianlah Allah menerangkan ayay-ayatnya kepadamu agar 
kamu memikirkan.
2
 
Demikianlah Allah mengharamkan judi, walaupun dalam khamar dan judi 
terdapat kemaslahatanya, tetapi kemaslahatanya lebih kecil dibandingkan dengan 
manfaatnya. 
Bahaya judi tidaklah lebih kecil daripada bahaya khamar.Iadapat 
menimbulkan permusuhan dan kemarahan diantara teman sepermainannya, 
menghalangi untuk mengingat Allah dan sembahyang, merusak masyarakat dengan 
membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih 
payah. Sebagaimaa firman Allah dalam Qs. Al-Maidah:5 / 91 yang berbunyi: 
                          
                     
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 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Karya Toha Putra), h 35 
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Terjemahnya: 
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan 
permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari 
mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti.
3
 
Dengan demikian seorang Muslim tidak boleh menjadikan permainan judi 
sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana dia juga tidak boleh 
menjadikannya sebagai sarana mencari nafkah dalam situasi bagaimanapun. 
B. Dasar Hukum Islam Tindak Pidana Perjudian 
Meminum minuman memabukkan (khamar) dan berjudi adalah dua perbuatan 
yang dilarang.Para peminum khamar dan penjudi dinilai sebagai perilaku 
setan.
4
Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam Islam terdapat pada Al-Qur‟an dan 
hadits Nabi. Qs. Al-Baqarah: 2 / 219: 
                         
                     
                    
Terjemahnya: 
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:“pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanyalebuh besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih besar dari keperluan.” 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.5 
                                                             
3
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, h 124 
4
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 93 
5
 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, h 35 
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Adapun sebab turunnya ayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad 
dari Abi Hurairah sebagai berikut: 
Ketika Rasulullah saw bersabda di Madinah di dapati para sahabat ada yang 
meminum khamar dan berjudi, sabab hal itu sudah menjadi kebiasaan Nenek moyang 
mereka.Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw mengenai 
hukumanya, maka turunlah ayat ini.Mereka memahami dari ayat ini bahwa khamar 
dan judi itu tidak diharamkan oleh Agama Islam, hanya dikatakan bahwa bahayanya 
lebih besar.
6
 
Adapun ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka berhenti sama sekali 
dari meminum khamar dan judi, yaitu Qs. Al-Maidah: 5/90-91 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
                      
                         
                            
                
 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum keras, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan.Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 
beruntungan.Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan di antara kamu, dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?
7
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 Zaini Dahlan, Universitas Islam Negeri Indonesia, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya, Jilid 1 
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) h 366  
7
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, h 124 
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Menurut Universitas Islam Indonesia dalam tafsiranya tentang Qs. Al-
Maidah: 5/90 menyatakan “Judi amat besar bahanya bagi perorangan dan masyarakat. 
Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu 
berangan-angan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, dan 
menghabiskan umurnya dimeja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan 
hidupnya dan hidup keluarganya yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi rumah 
tangga. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi dan mungkin pula 
permusuhan ini dilanjutkan dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Berapa 
banyak rumah tangga yang berangtakan, harta yang musnah karena judi. Tidak ada 
seseorang yang kaya semata-mata karena berjudi.”8 
Dalam riwayat lain, sebab diharamkannya perjudian dari Ibnu Mas‟ud ra 
yaitu: Diriwayatkan secara marfu: kuda itu ada tiga macam, Kuda untuk zat yang 
maha pengasih, kuda untuk manusia dan kuda untuk setan. Adapun kuda untuk zat 
yang maha pengasih adalah kuda yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah baik 
makanannya, kotorannya, air kencingnya, dan semua yang disebutkan sesuai dengan 
kehendak Allah adalah pahala. Sedangkan kuda untuk setan adalah kuda yang dipakai 
untuk bertaruh dan dijadikan jaminan.
9
 
Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, 
maka Allah swt dengan nada bertanya memperingatkan orang-orang mukmin: Maka 
maukah kalian berhenti (menjalankan perbuatan itu). Maksudnya adalah setelah 
mereka diberitahu tentang bahaya yang besar dari perbuatan itu, maka hendaklah 
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Hariyanto, Indonesia Negeri Judi, h. 62 
9
 Ibrahim Bin Fathi Bin Al- Muqtadir, Uang Haram (Jakarta: Amzah, 2006),  h 351  
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menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah 
diberitahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung 
akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat. 
Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah: 
 َّبَِّنلا َّنَأ ِوِيَبأ ْنَع َةَدْيَر ُب ِنْب َناَمْيَلُس ْنَع-ملسو ويلع للها ىلص-  َلاَق « َغَبَص َا َّنََّأَكَف ِيرِشَدْرَّ نلِاب َبِعَل ْنَم
 ِوِمَدَو ٍرِيزْنِخ ِمَْلَ ِفِ ُهَدَي.»))ملسم هاور 
 
Artinya: 
Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi SAWbersabda, “Barangsiapa 
yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam 
daging dan darah babi” (HR. Muslim).10 
Dari As-Sunnah, terdapat pula Sabda Rasulullah SAW dalam Shahih al-
Bukhari, yaitu sebagai berikut: 
 ْق َّدَصَتَيْل َف َكُرِماَُقأ لاَع َت : ِوِبِحاَصِل َلاَق ْنَم()يراخبلا هاور 
Artinya: 
“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, „Mari, aku bertaruh 
denganmu.‟ maka hendaklah dia bersedekah.”(Hr. Bukhari dan Muslim).11 
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Takzir 
Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut Hukum Islam adalah bentuk 
jarimah takzir, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumannya 
diserahkan kepada manusia atau pemerintah, dan jarimah takzir ini tidak berubah dan 
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Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV 
(Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-„Arabi), h 1770 
11Muhammad Bin Isma‟il Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju‟fi, Sahih Al-Bukhari,Juz VI (Dar 
Tuq Al-Najah, 1422 M), h 27 
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harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum ta‟zir 
boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan. 
Bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur‟an dan 
Hadits, hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai 
yang paling berat.Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman 
mana yang sesuai dengan macam takzir serta keadaan si pelaku, jadi hukuman 
jarimah takzir tidak mempunyai batas tertentu.
12
 
Takzir berlaku atas semua orang.Setiap orang yang sehat akalnya apabila 
melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, 
kafir maupun Muslim dihukum dengan hukuman takzir sebagai pendidikan baginya. 
Setiap Muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak 
dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi 
takzir agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuam 
pemberlakuam sanksi takzir:
13
 
1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah. 
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi. 
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku. 
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat 
memperbaiki pola hidup perilaku. 
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 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), h. 93 
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Adapun macam-macam takzir yaitu sebagai berikut: 
1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah. 
Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan 
umum.Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan 
pokok dan penyeludupan. 
2. Jarimanh takzir yang menyinggung hak individu. 
Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan karugian kepada orang tertentu, 
bukan orang banyak. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, 
dan pemukulan.   
Maksud pemberlakuan takzir adalah agar pelaku mau menghentikan 
kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuma takzir bagi 
penguasa atau pemerintah sama dengan pelaksanaan hukum hudud. Adapun orangtua 
terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya terbatas 
pada hukum takzir, tidak sampai kepada hukum hudud. Adapun macam-macam 
sanksi taksir yaitu sebagai berikut:
14
 
1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan 
Dalam sanksi ini ada dua jenis hukumannya, yaitu hukuman mati dan hukuman 
cambuk:
15
 
a. Hukuman mati  
Mazhab hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan 
syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang. 
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 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h. 95-96 
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M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h 95-98 
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Begitu juga dengan pendapat Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah 
juga membolehkan hukaman mati sebagai sanksi tertinggi. 
b. Hukuman cambuk 
Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah 
takzir. Misalnya jarimah hudud zina ghairu muhshan dan penuduhan zina 
telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah takzir, 
penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah 
cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek 
bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki 
beberapa keistimewaan berikut: 
1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif 
karena dapat dirasakan langsung Secara fisik 
2) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena 
masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya. 
3) Penerapan hukaman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan 
anggaran yang besar. 
4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan 
keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat 
langsung dilepas dan ia bekerja seperti biasa 
2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman 
pengasingan:
16
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a. Hukuman penjara 
Hukaman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi 
hukuman tambahan.Hukuman pejara menjadi hukuman tambahan apabila 
hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi 
terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu 
hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas: 
1) Hukuman penjara terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya 
dibatasi secara tegas.Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk 
pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar dan riba. 
2) Hukuman penjara tidak terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata 
lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau 
bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur 
hudip dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman 
seumur hidup ini dalam hukuman pidana Islam dikenakan kepada penjahat 
yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh 
orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke 
seekor harimau. Menurut Iman Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas 
dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuma penjara seumur hidup 
sampai ia meninggal di penjara. 
b. Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman had yang diterapkan 
untuk pelaku tindak pidana perampokan. Hukuman pengasingan ini 
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dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikwatirkan membawa pengaruh 
buruk kepada orag lain sehingga pelakunya harus diasingkan. 
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta 
Fuqaha berbeda pendapat tentan dibolehkannya hukuman takzir dengn cara 
mengambil harta. Menurut Iman Abu Hanafiah dan diikuti oleh muridnya, 
Muhammad bin Hasan bahwa hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak 
dibolehkan. Akan tetapi, Iman Malik, Iman Al-Syafi‟I, Iman Ahmad bin Hanbal, 
serta Iman Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. 
Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku 
untuk diri pemerintah atau kas Negara, melainkan hanya untuk menahannya untuk 
sementara waktu.Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim 
dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung 
maslahat.
17
 
Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan di atas, ada beberapa 
bentuk sanksi takzir lainnya, yaitu:
18
 
1. Peringatan keras 
2. Dihadirkan dihadapan siding 
3. Nasihat 
4. Celaan 
5. Pengucilan 
6. Pemecatan 
7. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan 
elektronik 
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Adapun sebab-sebab terhapusnya sanksi takzir, di antaranya:
19
 
1. Meninggalnya pelaku tindak pidana menjadi sebab trhapusnya sanksi takzir 
meskipun tidak menghapus selurhnya. Hal ini berlaku bila hukuman takzir yang 
harus dijalani berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, 
atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang 
dan celaan, karena akan dikenai hukuman, yakni badannya pelaku tindak pidana 
2. Pemaafan, merupakan sebab hapusnya hukuman takzir, tetapi tidak 
menghapuskan seluruhnya. 
3. Tobat 
Tobat bisa menghapuskan hukuman tinak pidana takzir, jika kejahatan yang 
dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah/hak 
jama‟ah, tobat,menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang 
telah dilakukan, menjauhkan diri dari kejahatan itu dan harus ada niat untuk tidak 
kembali melakukannya. 
4. Kadaluarsa 
Kadaluarsa dalam hukum pidana Islam adalah lewatnya waktu tertentu setelah 
terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa 
dilaksanakan hukuman. 
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 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Cet.1; Makassar: Alauddin university Press, 2014), 
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BAB IV 
TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOGEL DALAM HUKUM 
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Ketentuan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak  Pidana Perjudian Jenis Togel 
Dalam KUHP 
Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai 
atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-
harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan 
kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
1
 
Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan 
dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. 
Selain itu perjudian dalam bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-
undang, namun sama dengan kejahatan lainnya permainan judi sangat sulit untuk 
diberantas secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti 
dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur 
Perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu dan toto gelap 
(togel). 
Adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pada setiap hari senin, rabu, 
kamis, sabtu dan minggu dari pukul 10:00 WIB sampai pukul 15:00 WIB. Para 
pemain/pemasang, memasang angka pada pengecer sesuai dengan filling masing-
masing dan sekaligus menyerahkan uang tunai sebagai taruhannya kemudian sebagai 
bukti bagi para pemasang dan pengecer memberikan kupon yang telah tertulis angka 
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pasangan dan besarnya uang taruhan dari para pemasang/pemain, kemudian para 
pengecer merekap hasil para pemain/pemasang ke dalam kertas rekapan yang 
selanjutnya rekapan-rekapan uang itu diambil oleh pengepul/agen dan disetorkan 
kepada Bandar / peyelenggara sekitar pukul 17:00 WIB. Selanjutnya nomor keluar 
pukul 18:00 WIB, nomor yang keluar berpatokan dari Negara Singapura. Dan pemain 
atau pemasang dikatakan menang bila, nomor pasangan tepat/sama dengan angka 
yang keluar dari Negara singapura, sedangkan pemain atau pemasang yang kalah, 
apabila nomor pasangan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang keluar dari Negara 
Singapura. Adapun besarnya uang taruhan yaitu minimal Rp.1000, dan maksimalnya 
tidak terbatas untuk pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp. 1000, yang 
menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, dan untuk 3 (tiga) pasang angka 
dengan taruhan Rp. 1000, bila menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 
350.000, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000, bila 
menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000.
2
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang 
Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa bentuk dan 
jenis perjudian seperti yang dimaksud didalam KUHP pasal 303 ayat 3: “yang disebut 
permainan judi adalah tiap-tiap prmainan, yang mendasarkan pengharapan buat 
menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang 
juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
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permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain 
itu,demikian juga segala pertaruhan yang lain.
3
 
Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaanya 
tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenangseperti judi togel, 
bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja. 
Selain itu juga kejahatan mengenai perjudian yang dirumuskan dalam pasal 
303 bis sebagai berikut:
4
 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama emapat tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh juta rupiah; 
a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan 
melanggar ketentuan pasal 303. 
b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau 
di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa 
yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu. 
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adan pemidanaan 
yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana 
penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah. 
Unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari beberapa unsur 
objektif, yaitu: 
1. Barang siapa.  
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Maksud dari unsur ini ialah apabila terbukti memenuhi semua unsur dalam pasal 
tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana. 
2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi. 
Maksudnya ialah bahwa pelaku haruslah terbukti orang yang secara terang-
terangan melakukan kegiatan perjudian sebagaimana ditentukan di dalam pasal 
303 ayat (3). 
3. Dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303 
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah terbukti dan bertentangan 
dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu kegiatan yang 
berkaitan dengan perjudian. 
Unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari beberapa unsur 
objektif, yaitu: 
1. Barang siapa 
2. Turut serta permainan judi  
Bahwa pelaku harus tebukti melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang 
lain dan tidak melakukan perbuatan seorang diri 
3. Ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang 
berkuasa telah memberi izin 
Maksud unsur ini adalah pelaku haruslah terbukti sebagai orang yang melakukan 
kegiatan perjudian di tempat umum seperti di tepi jalan atau tempat-tempat 
terbuka yang biasa dilalui orang-orang, tanpa ada izin dan perbuatan tersebut 
dapat dikategorikan tindak pidana. 
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Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 303, yang selengkapanya adalah 
sebagai berikut:
5
 
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak: 
a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member 
kesempatanuntuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan 
main judi. 
b. Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk ain judi kepada umum, 
atau senjaga turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tida 
ada perjanjinnya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu. 
c. Turut main judi sebagai pencahrian. 
2. Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dipecat dari 
jabatannya itu. 
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan 
pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan 
saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pamain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang 
keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka 
yang turut berlomba atau bermainan itu, demikian juga segala pertaruhan yang 
lain-lain. 
Unsur-unsur pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari 2 unsur, yaitu: 
1. Unsur subjektif 
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Yaitu Dengan sengaja  
Unsur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menawarkan kesempatan 
untuk main judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang 
terbukti melakukan suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun 
tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan 
perbuatan, menawarkan perbuatan atau memberi kesempatan terhadap seseorang 
untuk bermain judi  
2. Unsur objektif 
a. Menawarkan atau member kesempatan untk permainan judi 
b. Menjadikan sebagai pencaharian, atau turut serta dalam usaha perusahaan 
Unsur objektif dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menjadikan 
sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan.Maksud dari 
unsur ini, pelaku haruslah terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau 
memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus 
menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil 
untuk suatu perusahaan. 
Unsur-unsur pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu 
1. Unsur subjektif 
Yaitu Dengan sengaja 
2. Unsur objektif 
a. Menawarkan ataumemberi kesempatan kepada khalayak umum untuk 
permainan judi. 
51 
 
b. Turut serta dalam perusahaan  
c. Dengan tidak peduli 
Unsur-usur pada pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP terdiri dari satu unsur 
objektif, yaitu turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 
Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perjudian terdapat dalam 
Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi 
sebagai berikut:
6
 
Pasal 1 
Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan 
Pasal 2 
a. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab undang-
undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 
b. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) kitab Undang-
undang hokum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 
c. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) kitab undang-
undang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan 
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atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya lima belas juta rupiah. 
d. Merubah sebutan pasal 542 manjadi pasal 303 bis. 
Pasal 3 
a. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud 
undang-undang ini. 
b. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan perundang-undangan. 
Pasal 4 
Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka 
penertiban perjudian  dimaksud pada pasal 3 undang-undang ini, mencabut 
ordonansi tanggal 7 maret 1912 (staatsblad tahun 1912 Nomor 230) 
sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan 
ordonansi tanggal 31 oktober  1935 (staatsblad tahun 1935 Nomor 526). 
Pasal 5 
Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahakan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. 
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B. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana 
Perjudian Jenis Togel 
Agama Islam melarang perjudian, perbuatan judi atau taruhan dianggap 
sebagai dosa atau perbuatan haram, seperti judi togel yang mengandung unsur 
taruhan.Judi apapun namanya dan ditinjaudari segi apapun juga perjudian pada 
hakekatnya bertentangan dengan agama Islam.Karena judi merupakan bujukan 
syeitan untuk tidak mentaati perintah Allah karena sifatnya merusak dan lebih banyak 
mudharotnya dibandingkan dengan manfaatnya. 
Islam telah mengajarkan tentang larangan terhadap perjudian sebagaimana 
firman Allah swt dalam Qs. Al-Maidah: 5/90-91yaitu : 
                      
                         
                            
                
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum keras, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan.Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 
beruntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan di antara kamu, dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?
7
 
Selain itu, akibatyang ditimbulkan dari perjudian tersebut dapat menimbulkan 
kejahatan ditengah-tengah masyarakat. Para pelaku kejahatan perjudian bisa menjadi 
kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampas atau mencuri harta 
kekayaan jika modalnya habis dipertaruhkan di meja judi.  
                                                             
7
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Perjudian juga dapat merangsang orang untuk berbuat kriminal, mencuri, 
merampok, merampas dan melakukan macam-macam tindak asusila lainnya. Oposisi 
kaum Agama dalam menetang perjudian tidak ditirukan sama sekali. Hal ini 
disebabkan oleh sebagian masyarakat yang sudah kecanduan perjudian, seperti 
perjudian togel yang semuanya bersifat untung-untungan saja. Banyak orang yang 
menganggap perjudian sebagai suatu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur 
dosa, hal ini merupakan suatu anggapan yang keliru. Dilihat dari segi moral judi yang 
bersifat untung-untungan dapat mengganggu moralitas kehidupan keluarga dan 
masyarakat karena spekulasi tang yang berlebh-lebihan, sementara cara berpikir 
irasional akan menyuburkan kebudayaan mistik suatu hal yang mengarah kepada 
kemusrykan dan pembangunan membutuhkan mentalitas yang progresif, sehingga 
masyarakat yang tingkat pendidikannya relative rendah sering menjadi korban dari 
keganasan judi ini. 
Tindak pidana perjudian ini, menurut hukum Islam dapat dikenakan hukuman 
takzir, sedangkan hukuman takzir adalah hukuman atas tindak pidana yang 
hukumannya belum ditentukan oleh syara’ tetapi sepenuhnya diserahkan atau 
ditentukan oleh pemerintah (Ulil Amri). Hukum Islam tidak menentukan macam-
macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan 
sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
8
 Tindak 
pidana takzir meliputi tinak pidana hudud, qishash dan diyat, atau tidak memenuhi 
syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh 
Al-Qur’an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, sedangkan tindak 
pidana yang ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat. 
                                                             
8
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Perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas 
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak 
pidana takzir.Dalam pelaksanaan hukuman takzir hak mutlak diberikan kepada 
pemerintah untuk memberi keleluasaan yang kemungkinan berbeda hukuman 
keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga hukum Islam 
dapat responsip terhadap setiap perubahan sosial. 
Sanksi hukuman takzir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan 
kemaslahatan. pemerintah boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh 
meringankan atau memberatkan hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua 
batasan terpenting maka hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, 
memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana perjudian tersebut. Adapun tujuan 
pemberlakuan sanksi takzir adalah: 
1. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah 
2. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi 
3. Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku 
4. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat 
memperbaiki pola hidup pelaku.
9
 
Pihak yang berhak memberikan hukuman takzir kepada pelanggar hukum 
syar’i, selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami 
untuk mendidik isterinya atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain 
penguasa atau hakim terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya mereka tidak 
                                                             
9
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boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi takzir. Adapun 
macam sanksi takzir yaitu sebagai berikut: 
1. Sanksi yang berkaitan dengan badan 
a. Hukuman mati 
b. Hukuman cambuk 
2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
a. Hukuman penjara 
1) Hukuman penjara terbatas 
2) Hukuman penjara tidak terbatas 
b. Hukuman pengasingan 
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta 
a. Menghancurkannya (Al-Itlaf) 
b. Megubahnya (Al- Taghyir) 
c. Memilikinya (Al- Tamlik) 
4. Hukuman takzir dalam bentuk lain 
a. Peringatan keras 
b. Dihadirkan dihadapan siding 
c. Nasihat 
d. Celaan 
e. Pengucilan 
f. Pemecatan, dan 
g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media massa 
cetak dan elektronik
10
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 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi takzir sangat beragam 
mulai yang paling ringan sampai yang paling berat seperti hukuman mati. Oleh sebab 
itu, tindak pidana perjudian masuk kedalam ranah jarimah takzir karna perjudian 
menurut undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian adalah bahwa 
perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral 
pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan msyarakat, bangsa 
dan Negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil pembahasan dan penelitian, 
maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP terdapat pada Pasal 303 ayat (1) 
yaitu hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah, baik terhadap pelaku maupun terhadap 
orang yang sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum. 
2. Ketentuan hukum Islam mengenai perjudian dikenakan hukuman takzir. 
Tindak pidana takzir dalam hukuman Islam adalah hukuman atas tindak 
pidana yang hukumnya belum ditentukan oleh syara, tetapi sepenuhnya 
diserahkan atau ditentukan oleh hakim (Ulil Amri). Yang dimaksud dengan 
takzir ialah ta’dib, yaitu memberi pendidikan atau pendisiplinan. Hukum 
Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak 
pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang 
paling ringan sampai yang paling berat. Tindak pidana takzir meliputi tindak 
pidana hudud dan qishash atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan 
maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Al-
Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Selanjutnya tindak pidana yang 
ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umat. 
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B. Saran 
Menurut hasil pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Perjudian Jenis Togel Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam maka 
penulis menyarankan  bahwa 
1. Tindak pidana perjudian dikalangan masyarakat tidak bisa dianggap suatu 
permasalahan biasa-biasa saja karena dalam prakteknya perjudian 
bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral. Oleh karena itu 
diharapkan suatu penanganan dari aparat dan praktisi hukum dalam 
memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat. 
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 
penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian 
menurut KUHP 
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